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Kerawanan Jelang Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah
(Pilkada) memng baru diadakan
tanggal 27 November 2024, namun
ancang-ancang untuk ke sana su-
dah banyak dilakukan sekarang.
Bahkan banyak pasangan kepala
daerah dan wakil sudah pecah
Kongsi sehingga pemerintahan su-
dah tidak efektif.

Menurut laporan data dari KPU,
total daerah yang mengikuti penye-
lenggaraan Pilkada serentak tahun
2024 di Indonesia adalah sebanyak
37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Dalam berbagai kesempatran Ba-
waslu sudah mengingatkan agar
masyarakat ikut memantau aksi pe-
langgaran yang diam-diam sudah
masif terjadi. Dalam pemilihan ke-
pala daerah (pilkada), terdapat ber-
bagai jenis pelanggaran yang bisa
terjad (KR 24/6). Ada beberapa jenis
pelanggaran yang umum dalam pil-
kada.

Pelanggaran administratif, antara
lain ketidakpatuhan terhadap aturan
kampanye, seperti pemasangan alat
peraga kampanye di tempat yang di-
larang. Penggunaan fasilitas negara
untuk kepentingan kampanye. Serta
penyalahgunaan wewenang oleh
penyelenggara pilkada.

Hasil kajian pemantau ASN sedik-
itnya ada lima hal pelanggaran ne-
tralitas yang paling banyak dilakukan
ASN. Pertama, ASN melanggar ne-
tralitas karena melakukan kampanye
atau sosialisasi di media sosial.
Kedua, ASN melanggar netralitas
karena mengadakan kegiatan men-
garah pada keberpihakan ke salah
satu calon atau bakal calon peserta
pemilu. Ketiga, melakukan foto
bersama calon atau pasangan calon
dengan mengikuti simbol gerakan
tangan atau gerakan yang meng-
indikasikan keberpihakan . Keempat,
melakukan pendekatan ke partai
politik untuk kepentingan pencalo-
nan dirinya atau orang lain di pemilu
atau pilkada hingga menghadiri
deklarasi calon peserta pemilu.

Pelanggaran Kampanye hitam
(black campaign) yang menyebar-
kan informasi palsu atau fitnah terha-
dap lawan politik. Yang masih rutin
terjadi dan makin terang-terangan
adalah politik uang (money politics),

yaitu memberikan uang atau barang
kepada pemilih dengan maksud
mempengaruhi pilihan mereka.
Intimidasi atau ancaman terhadap
pemilih agar memilih atau tidak
memilih kandidat tertentu.

Dari sisi regulasi soal netralitas
ASN sudah cukup jelas dan me-
madai untuk menjaga hasrat pemi-
hakan terhadap salah satu peserta
pemilu. Namun memang dalam
praktiknya bukan perkara mudah.
Oleh karena itu, kesadaran diri seba-
gai ASN untuk bersikap netral selalu
ditanamkan dan dibarengi juga de-
ngan pencegahan serta pengawas-
an oleh berbagai pihak terkait.

Pemalsuan dokumen atau identi-
tas pemilih, juga masih bisa terjadi di
sejumlah wilayah. Sedang pelang-
garan tata tertib dan peraturan Pe-
milu, misalnya kampanye di luar jad-
wal yang ditetapkan oleh KPU. Ke-
mudian ada yang melibatkan anak-
anak atau menggunakan tempat
ibadah untuk kegiatan kampanye.

Pelanggaran-pelanggaran ini me-
miliki konsekuensi hukum yang
berbeda, tergantung pada tingkat
keparahan dan jenis pelanggaran-
nya. Penegakan hukum dan sanksi
terhadap pelanggaran-pelanggaran
ini penting untuk memastikan bahwa
pilkada berjalan dengan jujur, adil,
dan demokratis

Pelanggaran dalam Pilkada da-
pat diatasi melalui beberapa lang-
kah dan mekanisme yang telah di-
atur dalam Undang-Sengketa yang
timbul dari pelanggaran Pilkada da-
pat diselesaikan melalui proses
hukum yang telah diatur. Bawaslu,
Kepolisian, dan Kejaksaan terga-
bung dalam forum/lembaga Pe-
negakan Hukum Terpadu (Gakkum-
du) untuk menangani tindak pidana
Pilkada.

Implementasi norma-norma Pilka-
da harus dilakukan secara efektif
dan optimal. Bawaslu membuat de-
sain serta strategi pengawasan dan
penegakan hukum Pilkada yang
lebih efektif yang lebih penting
adalah bagaimana masyarakat ikut
mengawasi, sehingga Pilkada bisa
berjalan transparan untuk memilih
pemimpin daerah yang benar-benar
mampu. (***)-d
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Masih Darurat (Penyalahgunaan) Narkotika?

TEPAT pada Rabu, tanggal 26 Juni
2024 ini, kita kembali memperingati
Hari Anti Narkotika Internasional.
Mulanya Hari Anti Narkotika Interna-
sional dicanangkan oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 1987 silam melalui
Resolusi 42/112 untuk memperkuat ak-
si serta kolaborasi global dalam ihwal
melawan penyalahgunaan obat-obatan
terlarang dan perdagangan gelap
narkotika.

Hari Anti Narkotika Interna-
sional yang rutin diperingati sa-
ban tahun tersebut sejatinya
merupakan konfigurasi dari
keprihatinan dunia terhadap
penyalahgunaan maupun per-
edaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika nan begitu
real berimpak buruk terhadap
kesehatan, perkembangan so-
sial ekonomi, keamanan serta
kedamaian mondial. Selain itu,
diperingatinya Hari Anti Nar-
kotika Internasional dimaksud-
kan agar mayapada ini lekas
mencapai buana yang bebas
dari penyalahgunaan narkotika.

Setiap tahun, PBB menetap-
kan tema khusus untuk mem-
peringati Hari Anti Narkotika
Internasional. Tema-tema terse-
but lazimnya berfokus pada
berbagai aspek dari masalah
narkotika, seperti pencegahan,
rehabilitasi, penegakan hukum, dan
dukungan kepada korban penyalahgu-
naan narkoba. Via tema-tema itulah,
PBB berupaya menarik atensi masya-
rakat global dan menstimulasi partisi-
pasi aktif dari pemerintah, organisasi
non-pemerintah, serta individu dalam
memerangi problematika narkotika.

Adapun tema Hari Anti Narkotika
Internasional tahun 2024 yang dirilis
oleh United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) adalah "Taking a
People-Centered Approach to Drug
Policies” (Mengambil Pendekatan Ber-
pusat pada Manusia dalam Kebijakan
Narkotika). Tema ini mengaksentu-
asikan signifikansi perlakuan kepada
pengguna narkotika dengan respek
dan empati, menyediakan layanan
berbasis bukti secara sukarela pada se-
mua, menawarkan alternatif untuk
hukuman, mengutamakan pencegah-
an, serta memimpin dengan belas
kasih. Kampanye tersebut bertujuan
guna mereduksi stigma dan diskrimi-
nasi terhadap pengguna narkotika de-

Yulianta Saputra

ngan mempromosikan bahasa jua
sikap hormat serta tak menghakimi.
Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Hari Anti
Narkotika Internasional juga memiliki
beberapa tujuan utama, antara lain:
meningkatkan kesadaran khalayak ten-
tang bahaya narkotika, mendorong par-
tisipasi aktif masyarakat dalam pence-

gahan penyalahgunaan narkotika, serta
memperkuat kerja sama antara peme-
rintah, institusi penegak hukum, dan
organisasi non-pemerintah.

Di Bumi Pertiwi, berbagai kegiatan
edukasi, kampanye kesadaran, dan
program rehabilitasi dilakukan untuk
memperingati hari akbar ini.
Pemerintah pun konstan meningkat-
kan ikhtiar pencegahan juga penin-
dakan, serta menggalakkan program-
program pedagogis juga rehabilitasi.
Kiwari, di tanah air menghadapi ber-
bagai tantangan besar dalam meme-
rangi narkotika, termasuk tingginya
permintaan dan kompleksitas jaringan
peredaran narkotika internasional.
Letaknya yang strategis membuat
Indonesia menjadi salah satu jalur uta-
ma perdagangan narkotika interna-
sional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN),
kuantitas kasus narkotika di Indonesia
masih tergolong tinggi pada tiga warsa
terakhir. Pada tahun 2021, setidaknya

ada 1.184 kasus dengan jumlah ter-
sangka sebanyak 1.483 orang. Jumlah
tersebut meningkat pada tahun 2022
menjadi 1.350 kasus dengan total ter-
sangka sebanyak 1.748 orang dan
barang bukti sebanyak 12,4 ton.
Kemudian di tahun 2023, meskipun
ada penurunan prevalensi penyalahgu-
naan narkotika dari 1,95 persen pada
tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada
tahun 2023, walakin masih dalam kat-
egori tinggi kuantitas penyalahgunaan
narkotika dengan mengungkap
910 kasus tindak pidana narkoti-
ka dan psikotropika dengan
mengamankan sebanyak 1.284
tersangka,

Dengan keterangan yang ma-
sih begitu ironis tersebut, Hari
Anti Narkotika Internasional
mestinya menjadi momentum
krusial untuk mengingatkan ki-
ta semua tentang bahaya pe-
nyalahgunaan narkotika serta
memperkuat komitmen dalam
memeranginya. Dalam konteks
di Ibu Pertiwi, peringatan terse-
but tentunya bukan sekadar ser-
emonial belaka, melainkan pula
merupakan momen penting un-
tuk mengajak seantero anasir-
anasir dalam masyarakat
bersatu padu dalam memerangi
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika.

Dengan pendekatan yang holis-
tis serta kerja sama nan kuat antara pe-
merintah, masyarakat, dan pelbagai
stakeholder terkait, negeri ini kapabel
menciptakan generasi sehat, produktif
juga bebas dari narkotika. Demi kese-
jahteraan juga kemajuan bangsa, mari
kita bersama-sama menjadi proporsi
dan turut berkontribusi mengejawan-
tahkan masa depan nir-narkotika! (*)

*)Yulianta Saputra SH MH,

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum FSH

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-
makasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.  Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan  fotocopy identitas.
Terimakasih.

Peran Media Massa pada Pengusutan Kasus Vina

TRAGEDI pembunuhan yang me-
newaskan sepasang kekasih pada 2017
silam hingga kini belum menemukan
titik terang. Kasus Vina Cirebon men-
jadi sorotan di berbagai lapisan masya-
rakat dan media. Insiden yang menim-
pa Vina dan kekasihnya itu semakin
menjadi perhatian publik tatkala te-
man Vina menjadi mediator ruh Vina
atau sering disebut kesurupan. Sontak
pengakuan-pengakuan kejadian pada
malam itu terurai bak benang kusut
yang terurai. Lantas pihak kepolisian
menemukan titik terang dalam men-
gusut pelaku di balik hilangnya dua
nyawa. Sayangnya proses pengusutan
kasus ini terhenti hingga muncul kem-
bali pada tahun 2024 ini.

Bukan suatu kasus kecil, namun ter-
jeda dalam waktu yang cukup panjang.
Tentu ini menjadi polemik masyarakat.
Kasus ini turut menyita perhatian su-
tradara film di Indonesia, yakni Anggi
Umbara. Deretan peristiwa sebelum
terjadi hingga tragedi mengenaskan
itu dikemas dalam film yang berjudul
”Vina: Sebelum 7 Hari” yang dirilis pa-
da bulan Mei 2024 lalu. Sempat menu-
ai pro dan kontra akan produksi film
ini, namun nyatanya menjadi pintu
pembuka pengusutan kembali kasus
yang sempat tenggelam dari sorotan
publik.

Dalam hal ini media menjadi sarana
krusial dalam mengawal dan meny-
oroti pengusutan kasus yang menimpa
gadis Cirebon itu. Tak sedikit spekulasi
bermunculan mewarnai media sosial,
media online hingga media cetak.
Informasi yang timbul tentu mempe-
ngaruhi pandangan masyarakat terha-
dap alur kasus ini dan turut mempe-
ngarubhi proses penyelidikan.

Peran Media

Mendefinisikan masalah pada kasus
ini, pembingkaian media dari alur peri-
stiwa sebagai tindak kekerasan dan
pelanggaran etika, secara tidak lang-
sung menciptakan emosional tersen-
diri di masyarakat. Hampir setiap me-
dia massa memfokuskan kejadian ini
menjadi topik pemberitaan, sehingga
membantu menciptkan rasa urgensi

lka Zahara Adibah

atau pentingnya kasus ini. Penekanan
kasus menjadi topik utama juga
menekan pihak berwenang untuk
segera mengambil tindakan yang cepat
dan tepat. Keresahan-keresahan pu-
blik turut menghiasi laman media
massa.

Peliputan media dari tersangka dan
motif yang melatarbelakanginya juga
memainkan peran penting dalam
membentuk opini publik. Berada di ne-
gara yang demokratis tentu keputusan
dan suara rakyat terbanyak turut men-
jadi pertimbangan dalam setiap kepu-
tusan. Sama halnya dengan kasus ini,
yang diusung oleh media-media dan
penikmat media.

Media mempengaruhi persepsi pu-
blik tentang perasaan bersalah atau ti-
dak bersalah pada pelaku sehingga pa-
da masanya mempengaruhi arah pe-
nyelidikan. Pihak berwenang pun tu-
rut merasa diperhatikan oleh publik
akan jalannya pengusutan kasus dan
memastikan bahwa kasus ini segera
menemukan titik terang dan keadilan-
nya.

Untuk diketahui, permasalahan pa-
da kasus ini terbilang cukup kompleks.
Karena jumlah pelaku

mancing emosional khalayak. Media
turut menjadi jembatan bagi publik
untuk meneropong setiap langkah dari
pihak berwenang.

Dalam jejaring sosial media yang ter-
diri dari beberapa platform, turut
menyuarakan aksi keadilan untuk ka-
sus tragis ini. Hal tersebut merupakan
perwujudan dari keberhasilan media
dalam membentuk opini publik.
Sayangnya dari keaktifan media ini da-
pat membentuk opini dari keluarga
korban.

Kemungkinan yang terjadi adalah
traumatis yang berkelanjutan dari
keluarga, yang mana korban adalah
gadis yang dicintai di keluarganya.
Dampak emosional kepada keluarga
Vina biasanya tunduk pada wawan-
cara yang berulang, pengawasan dan
pelaporan yang meluas. Mengingat
pengusutan kasus ini sempat tak terli-
hat publik. Media memberikan peran-
nya dalam proses pengusutan kasus
Vina dengan salah satu teori media
massa, yaitu teori agenda setting. Yang
mana media turut membentuk opini
publik. (¥)

*)Ika Zahara Adibah, Mahasiswi
Prodi Komunikasi dan Penyiaran
Islam Fakulta Dakwah dan
Komunikasi UIN Suka Yogyakarta.

yang tidak hanya satu.
Terlebih beberapa pelaku
menghilangkan jejak dari
khalayak. Eksistensi me-
dia sangat dibutuhkan
dalam taraf ini, tak hanya
dalam membentuk opini
publik tetapi turut berin-
vestigasi. Secara tidak
langsung media turut
memberikan citra kepada
khalayak untuk menyoroti
apabila terjadi "keusilan”
dari pihak berwenang.
Nyatanya dalam berjalan-
nya waktu, pihak berwe-
nang sempat mengalami
kesalahan fatal yakni
salah menangkap pelaku
kekerasan. Tentu ini me-

ton.

2025.
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Timbunan sampah Kota Yogya capai 5.000

-- Persoalan klasik yang tak pernah sele-
sai, siapapun walikotanya.

Pilkada, tak boleh tergiur politik uang.
-- Realitasnya, tak seindah aturan.

Program makan bergizi gratis masuk RAPBN

-- Yang penting tepat sasaran.
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